SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM
MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah;

Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu
dilakukan Penetapan Agen Perubahan Dalam
Manajemen Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan
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Wilayah Birckrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buo];

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol tentang Pembentukan Dan
Penetapan Agen Perubahan Dalam Manajemen
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 108);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
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Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 444),;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
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9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 601);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 314/0ORT.07-
Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUQL TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM
MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL.
Membentuk dan menunjuk Agen Perubahan
Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Buol
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
Mengembangkan dan merancang inovasi yang
mendukung peningkatan integritas, kualitas layanan,
dan efektivitas kerja di lingkungan satuan kerja.
Menginisiasi program-program perubahan yang

relevan dengan kebutuhan organisasi, khususnya
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dalam rangka pemenuhan indikator Pembangunan
Zona Integritas.

Mengimplementasikan inovasi dan program
perubahan secara terukur serta memastikan
pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan yang
ditetapkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL
JABATAN
NO. NAMA JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
(1) (2) _(3) 4)
1 Moh. Rusli D. Ali RERTEGIEIS Iéfl’ll;lKabupaten Ketua
Kasubag. Teknis
2 Sapriyanti Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota
Hukum
g | Mastame Kasubag. Perencanaa}n, Data Anggota
dan Informasi
- . Kasubag. Keuangan, Umum
_ 4 | Lili Herlina dan Logistik Anggota
X Plt. Kasubag. Partisipasi
5 | Zakiah Dotutinggi Hubungan Masyarakat dan Anggota
SDM

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
Salinan sesuai dengan aslinya KABUPATEN BUOL,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu MOH. RUSLI D. ALI

ttd.




